. BUPATI SINTANG
ROVINS] KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SINTANG,

bahwa sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bahwa
Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di
daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan di
bidang pendidikan sesuai kewenangannya guna
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan yang diselenggarakan melalui
proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang
menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik,
pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan keteladanan
dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga
tercapai tujuan Pendidikan Nasional;

bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a
tersebut di  atas dan dalam upaya pemerataan
pembangunan di bidang pendidikan di Kecamatan dan
peningkatan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Dasar
meningkatkan mutu dan efisiensi tingkat pendidikan

serta ;
Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu  untuk
mengatur pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah
pertama Negeri di Kabupaten Sintang;

pertimbangan dalam huruf a dan huruf

: sarkan
bahwa berda turan Bupati Sintang;

b, perlu ditetapkan dengan Pera

mor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
. Nomor 3 Tahun 1953 tentang
i i i baran

rah Tingkat 1l Di Kalimantan (Lem
Ukml‘)li[lzal;donesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahaq
Negara Republik B L blik Indonesia Nomor 352) sebagai
Lembara? Reps baraan Negara Republik I[ndonesia

Lem
Undans—]llgnstzjangm(nor 72, Tambahan Lembaran Negara
e donesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang ...



10.

Tahun '2003

APINT

LR

ahun 2003 tentang Sistem
an Negara Republik Indonesia

: Tambahan Lembaran Negara
Sta Nomor 4301,

No -
Republik Indone i

'Numor 12 Tahun 2011 tentang
uran Perundang-Unda Lemba

N ' g angan (Lembaran

T:ri&;:h Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor &2,

5234) an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

g:dﬂhg»Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang

vmerm.tahan Daerah  {Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Nf‘gara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

ggllgambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah  beberapa kali terakhir dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di

Bidang Pendidikan;

enteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
lf;fc’ii::::: Nl‘llomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman

pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan
(o ’
Dasar Dan Menengah,

11. Peraturan ...



11. Peratyr: ; ;
‘emangdnp?d;;ah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016
KB htiaters fg .?tukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Intang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang

Tahu , : i
Kok n’ 201§ Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Upaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN -

Menetapkan - PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENDIRIAN UNIT

S_EKO‘LAH ‘B!\RU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI Di
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan -
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyvelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemenntah daerah dan dewan perwakilan rakvat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang,

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Sintang.

6. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

7. Kepala Sekolah adalah Guru yang menduduki jabatan fungsional vang
diberikan tugas tambahan Kepala Sekolah.

8. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi
kurikulum, kesiswaan, dan konseling.

9. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi di sekolah

Sekolah Menengah Pertama adalah Jenjang Pendidikan Menengah Pertama

Negeri.

11. Unit Pelaksana Teknis Daera
Pelaksana Teknis Daerah se€

sckuiah, tan dan Belanja Daerah yang selanjutnya Qisingkat APBD
o ggagl‘;ahr?knn;ear:ip;endapa‘a" das Belanin D KADUDRIa Soiaog

h adalah unit yang dibentuk oleh Bupati sebagai
bagai Pengelola pelaksana jalannya pendidikan

13. Pendidikan . .



13. Pendidikan adalah £ 15373
belajar dilaa uUsaha sadar dan (ere

Proses neana untuk mewuiudis uasana
mengembangkan Pembelajaran newujudkan sussana

tea:gamagn. D('"gerr\)({j);‘:;:;: r}::-:r'l;;:a !u nt;:‘;'(m mr:n':’?:: iﬁiiay;car:p:rit‘;
ceters TS » Kepribadz ; .
el S S i
setelah Lulusan ber\dldu‘({;ﬁkzzg:‘ama adalah Pendidikan vang dilaksanakan
> i et e s e koo gendsin
16. Peserta. didik adalah o, UK mencapai Tujuan Pendidikan Nasional

potensi diri melaluj proswggma bTaﬁyarakaz yang berusaha mengembangkan
jenis pendidikan tcrtentu’ pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan

17. Tgnaga Kependidikan adal
diangkat untuk menunjan

18. Pendidik adalah tena
konselor,

ah anggota masyarakat yang mengabdikan dir: dan
g penyelenggaraan pendidikan.

ga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen,
pamong pelajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan

sebutan lain sesuai dengan kekhusussannya serta berpartisipasi dalam
menyelenggarakan pendidikan.

19. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, 1si,

bahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

20.Pembelajarar_1 adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

21.Evaluasi pendidikan adalah kegatan pengendalian, penjaminan dan
penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada
setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai suatu bentuk
pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

22 Akreditasi adalah Kkegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu
pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

23 Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam
penyelenggaraan pendidikan yang memliputi tenaga kependidikan,
masyarakat, dana, sarana dan prasarana.

24 Dewan Pendidikan adalah u_.-mbag‘a'Mandiri vang beranggotakan berbaga:
unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

G ite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali
o :;f:stz:—t: ;idik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat vang peduli
pendidikan. " -
26.Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalur

pendidikan sekolah.

BAB I
PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 2

corrg olah Menengah Pertama Negen adalah guna

(1) Latar bel,akzlf:(‘ga :'ﬁ:‘:}‘:;');nsde;zikan dalam rangka mgnccrdaskan l::chidupan

mengembang scbagai UPaya peningkatan manusia yang beriman dan

bangsa, serta Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, sehat,

bertakwakl:ap:;a mandiri dan menjadi warga negara yang AEHOKIALE. geTrs

berilmu, ’

bertanggung jawab-

(2) Pendirian ...



{2) Pendinian Sekolah Men

a. meningkatkan day
pembangunan dan

b. meningkatkan pengembangan -

Pengetahy,
masvarakat dalam " dan €mampuan siswa i
. 3 : se :
sosial budaye. meéngadakan huby : bagai anggota

R Semesta
pada Jenjang yang Je; Sérta dapat

engah Pertama N

a ta €8eT bertujuan -

(3) Untuk  mencana; i
aPal  tujuan Sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)

penyelenggaraan pendidika
kepada Tujuan Pendidikan gaSZi:]SGkolah Vensugah: Pertama Berpedaman

: gaimana tercantum dalam Lampiran
I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peserta didik berasal dari lulusan Sekolah Dasar dan Madrasah
Ibtidaiyah/sederajat.

Pasal 5

(1) Pengelolaan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana
dimaksud Pasal 3, sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional adalah
tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.

(2) Pimpinan Sekolah Menengah Pertama terdiri atas Kepala Sekolah dan seorang
atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan.

(3) Kepala Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga
administrasi yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

4) 8 Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Menengah Pertama Negeri
( )dil:tl:;inan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

1 imaksud
S i Sekolah Menengah Pertama sebagannfma dimak
(S) Sn;uktur to(r]g)a::rzs:tgfnnpada lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak
pada aya .

terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 6
gembangan tenaga pendidik, kurikulum,

ah dan gedung serta pemeliharaanya pada
adi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

aan dan pen
ndidikan, tané
Negeri men]

Pengadaan, pendayagun
buku acuan, peralatan p€
Sekolah Menengah Pertama

Pasal ...



Pasal 7

epala  Sekolah

:\)tiuias atas T)enti:;::ngfl " .Pertama. Negeri bertanggung jawab kepada Kepala
pembinaan tenag'a, keiic:tlr;:iri‘k kegm.lan pendidikan, administrasi sekolah.
prasarana. ' an lainnya dan pendayagunaan sarana dan

- BAB II
NCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH

Pasal 8

(1) Isi Rencana
merupakan s
pendidikan m

Induk Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Negeri
usunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan
enengah dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.

(2) Isi Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri wajib memuat
bahan kajian dari mata pelajaran tentang :
a. Kelompok A terdiri atas
. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti:
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
. Pendidikan Bahasa Indonesia;
. Pendidikan Matematika;
. Pendidikan Pengetahuan Alam;
. Pendidikan Pengetahuan Sosial;
. Pendidikan Bahasa Inggris;
b. Kelompok B
1. Pendidikan Seni Budaya;
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan kesehatan;
3. Prakarya.
{3) Melaksakanan kurikulum yang berlaku secara Nasional yang ditetapkan

Menteri.

NOoOUmesEWN —

{4) Sekolah Menengah Pertama Negeri dapat menjabarkan dan menambah mata
pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas Sekolah Menengah
Pertama yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang

berlaku secara nasional.

ama Negeri dapat menjabarkan dan menambah bahan

Pert
(5) Sekolah Menengah ai dengan kebutuhan setempat.

kajian dan mata pelajaran sesu
Pasal 9

(1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Pertama seseorang

harus : P By e e

o Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat;
: 1';1 a;:;(n i::;:]plz::a ;:mg disyaratkan oleh Sekolah Menengah Pertama
. €emi 1

yang bersangkutan.

g ' ayat ( 1 )v diatur O'eh
Pe an ”bﬂg&"“a pada \
( ) Iaks&man Kewntu

Menteri melalui Dinas.



Pasal 10

{1} Siswa mempunyai hak sebagai berikyy

a. mendapat £
b. mempel:ol:::':’c}*]:(:\’ging Pl mendapatkan pendidikan;
c. mengikuti pro ralm‘ - Agama sesuai dengan agama vang dianutnya;

an gbaik pendidikan yang bersangkutan atas pendidikan
— mem;;erol 5 untuk kmengcmbangkan kemampuan diri maupun
T e pengaku : p 7 K x ,
dibukukan: gakuan tingkat pendidikan tertentu yang

d. mendgpat bantuan fasilitas belajar bea siswa atau bantuan lainnya
sesuai dengan persyaratan vang berlaku;

% pmdkah e Seko]z?h Menengah Tingkat Pertama yang sejajar atau yang
tingkatannya lebih tinggl sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa
pada Sekolah Menengah Pertama yang hendak dimasuki.

(2) Siswa mempunyai kewajiban sebagai berikut -

a. ilfut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana
siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang
berlaku;
mematuhi semua peraturan yang berlaku;
menghormati tenaga pendidik:
menghormati tenaga kependidikan;
ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan
keamanan Sekolah Menengah Pertama yvang bersangkutan.

o S o

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2} Pasal
ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IV
PENILAIAN

Pasal 11

Penilaian Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan secara bertahap,
berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk mempef'oleh keterangan tentang
kegiatan dan kemajuan pelajar siswa pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga
kependidikan lainnya dan Sekolah Menengah Pertama sebagai satu 'kesatuan
dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi Sekolah

Menengah Tingkat Pertama.
Pasal 12
sanaan kunkulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian

Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan dengan
m pendidikan nasional dengan kemampuan siswa

(1) Penilaian Pelak
antara kurikulu ;
dasar, fungsi, dan tujuan
serta perkembangan masyarakat.

tenaga kependidikan dilakukan untuk

2) Penilaian terhadap guru dan o profelondd.

n
mengetahui kemampuan dan kewena

(3) Hasil ..



Hasi penilaian sebgoa;
a pt‘*rr)";:;nuaan d o W g at (2) digunaka k
m n dan pen - nakan untuk
b peny empurraarp:;,.ﬁm%ngan guru dan tenaga pendidik lainnya:
"\ . ] . ,,\’L.'lum. nee , : R, .
tenaga kependidikan lainnya pengelolaan program pendidikan guru, dan

maksud ay

21 Dolatren =
4, Pelaksanaan sebagaima

na di
dilakukan oleh Dinag a8 dimaksud dalam avat (1), ayat (2) dan ayat (3),

BABV
PEMBIAYAAN

Pasal 13
(1) ;):engafn telah dilakukan Pendirian Sekolah Menengah Pertama sebagaimana
imaksud pada Lampu‘an ll. terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana
dan prasarana pembinaan dan pengawasan sekolah menjadi beban Anggaran

Pe;dapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan sumber lain yang
sah.

{2} Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
biava pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana;

biava perluasan dan pengembangan;

biaya Pendidikan dan Pengajaran.

oo

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melalul Dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah
Menengah Tingkat Pertama dalam rangka pembinaan, pengembangan,
perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah Menengah

bersangkutan.
(2) Pengawasan  dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan
administrasi sekolah.

(3} Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan oleh
pengawas Sekolah Menengah Pertama.

tentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan

(4) Pelaksanaan ke suai ketentuan peraturan Perundang-Undangan

ayat (3), diatur lebih lanjut se
yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

tuan vang telah ada sebelum Pcrgturan Bupati ini,
Segala Peraturan dan ketc"n dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.

sepanjang tidak bertentangd
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v AL ST UL i : . PO
ko NS engetahuinva, memenntah

IenEAN PENEITIDG ta sy 8 Kan pengundangan Peraturan iny,
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Mtetaphan ¢ fintang
AR
i

pada tanggal § Jun 2017

BUPATI SINTANG,

.y JAROT WINARNO

Diundangkan d sintang
pada tanggal & Juss 2017

SEERETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 48
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AMPIRAN 1]

PE j 3U

: é )rraxgé RAN‘ BU gfm SINTANG
TANGGAL . & dun Rl -
TENTANG S

DAFTAR NAMA PENDIRIAN UNT SEKOLAH BARU
PERTAMA NEGERI DI KABUPATE

(S |
‘L

-

bt

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLA}H

MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN

SINTANG

SEKOLAH MENENGAH
N SINTANG

JAROT WINARNO

(WO | NAMABEROLAH | REGIaa——— s e
N NAMASEKOLAM | KECAMATAN | ALAMAT | KETERANGAN
e B EEENT. S O
: ‘ i
1. | SMP Negeri 11 Satu ] 5 5 o
Atap Ketungau | Ketungau Tengah : | Tahun Operasion:
Tengah | g ga | Desa Engkitan | 2017/2018
| i
2. | SMP Negeri 5 N, 7 e el ~{ Tahun Operasional
e Ambalau Ambalau | Desa Kepala Jungai | 2017/2018
" 3. SMP Negeri 6 5 | Tahun Operasional
| Ambalau Ambalau Desa Menakon 2017/2018
T S i .
4 | SMP Negeri 8 Tahun Operasional
| etungau Hulu Ketungau Hulu Desa Sungai Seria 2017/2018
5. | SMP Negeri 9 Satu O -_ Tahun Operasional
| | Atap Ke%ungau Hulu | Ketungau Hulu I Desa Sejawak 2017/2018
BUPATI SINTAN



